
BUPATI ACEH UTARA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH UTARA
NOMOR 3ATAHUN2022

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG

BISMILLAHIRRAH MANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PEI{YAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 52 ayat (6)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 201g ientang
Pengelolaan Keuangan Desa dan pasal 4 ayat (3) peraturan
Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa pe-ea.ttat Nomor12 Tahun 2019 tentang pedoman penyusunan Tata Cara
Pengadaan Barang/Jasa di Desa, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Aceh Utara tentang pedoman pengadaan
Barang/Jasa di Gampong;

Mengingat : 1. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pemtrentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten daram
Lingkun_gan laerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g, iambahan
l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor l1 Tahun 2006 tentang pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia" Tahun 2OO6Nomor 62, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2014 N"omor 7,Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia 

- 
No*o.

5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia t"fr", ZO|C
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587) sebagaimana telah - beberlpatal 

- 
aiubafrterakhir dengan Undang_Undang Nomor 9 Tahun 2O15tentang perubahan Kedua atas Undang_Undang Nomor 23Tahun 2o14 tentang pemerintahan iaerah - fk-f"r"r,Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S N"i"oi- z+0,Tambahan Lembaran Negara Republik t.rdonesia IVomor

s6791;

5. Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2020 tentang Cipta Keq.a(Lembaran Negara Republik Indonesia ranun"zoio womor245, Tambahan Lembaran Negara nepubtik inaonesia
Nomor 6573);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1l
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 632 1);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6O Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran pendapatan dan Belanja
Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan trmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan pemerintah Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor ST, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5964);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2olg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah aiuUaf,
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2Ol5
tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 201g
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 6l 1);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor TT Tahun 2O2O
tentang Pedoman Teloris pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Noiror tTgl);

12. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 4 Tahun 2O09 tentang
Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Acei
Utara Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Iembaran Daerah
Kabupaten Aceh Utara Nomor 107);

13. Peraturan Bupati Aceh Utara Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Daftar Kewenangan Gampong Berdasarkan Hak Asal UsuI dai
Kewenangan Lokal Berskala Gampong;

14. Peraturan - tembaga Kebrjakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor L2 Tahun 2010 tentang pedoman
Penyusunan Tata Cara pengadaan Barang/Jasa diDesa;
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MEMUTUSI(AN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI ACEH UTARA TENTANG PEDOMAN
PENGADAAN BARANG/JASA DI GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Pengadaan Barang/Jasa di gampong yang selanjutnya

disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh
barang/jasa oleh pemerintah gampong, baik dilakukan
melalui swakelola dan/ atau penyedia.

2. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang
berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Geuchik yang
berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. -

3. Pemerintah Gampong adalah Geuchik, Keurani Gampong
beserta perangkat gampong lainnya yang memiliki tugas
dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

4. Pemerintahan Gampong adalah Geuchik Dan Tuha peut
yang memiliki tugas dalam penyelenggara€rn pemerintahan
gampong.

5. Tuha Peuet Gampong adalah unsur penyelengara
pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai bidan
pennusyaw:rratan Gampong.

6. Geuchik adalah kepala pemerintahan gampong yang
memiliki kewenangan untuk menyelenggaralan uru"rn
rumah tangga sendiri.

7. Perangkat Gampong adalah unsur pembantu Geuchik
dalam menyelenggaralan kegiatan pemerintahan gampong
yang terdiri dari keurani gampong, keurani cut, kepali
seksi dan ulee jurong.

8. Sekretaris Gampong yang selanjutnya disebut Keurani
Gampong adalah perangkat gampong yang memimpin
kesekretariatan pemerintah gampong.

9. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Keurani Cut
adalah unsur perangkat gampong yang memimpin bidang
urusan dan berkedudukan dibawah keurani gampong.

lO. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah
Perangkat Gampong yang berkedudukan sebagai
p-elaksana teknis yang menjalankan pelaksana pengelolain
Keuangan Gampong (ppKG).

11. Musyawarah Perencanaan pembangunan Gampong yang
selanjutnya disebut Musrenbang gampong aaafaf,
musyawarah antara Ttrha peut, pemerintah Gampong, dan
unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh pimerintah
Gampong untuk menefeFkan prioritas, program, kegiatan,
dan kebutuhan pembangun€rn gampong yarig aia"rrii ot.t
Anggaran Pendapatan dan Behnja Gampong, swadaya
masyarakat Gampong, dan/atau anggaran Fendapatan
dan Belanja Kabupaten.

b
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l2.Rencana Kerja Pemerintah Gampong yang selanjutnya
disingkat RKPGampong adalah penjabaran dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Gampong untuk jangka
waktu I (satu) tahun.

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang
selanjutnya disingkat APBGampong, adalah rencana
keuangan tahunan pemerintah an Gampong.

14. Daftar Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat
DPA adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan,
rencana belanja, dan rencana pembiayaan yang terinci
sampai sub rincian objek disertai rencana realisasinya
yang digunalan sebagai dasar pelaksanaan anggaran

15. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB
adalah Perhitungan banyalorya biaya yang diperlukan
untuk bahan, alat dan upah, serta biaya-biaya lain yang
berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan.

16. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TpK
adalah tim yang membantu Keurani Cut/Kasi dalam
melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang
karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri
oleh Keu rani Cut/Kasi.

17. Masyarakat adalah masyarakat gampong setempat
dan/atau masyarakat garnpong sekitarnya.

18. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut penyedia
adalah badan usaha atau oralrg perorangan yang
menyediakan baraag/jasa.

19. P-snbelian langsung adalah metode pengadaan yang
dilaksanakaa dengan cara membeli/membayar langsung
kepada 1 (satu) Penyedia tanpa permintaan penawaran
tertulis yang dilakukan oleh Keurani Cut/Kasi atau TpK.

20. Permintaan Penawaran adalah metode pengadaan dengan
membeli/membayar langsung dengan permintaan
penawaran tertuts paling sedikit kepada 2 (dua) penyedia
yang dilakukan oleh Keurani Cut/Kasi atau TpK.

21. Tender adalah metode pemilihan penyedia untuk semua
jenis pengadaan barang/jasa.

22. Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa dengan
dikerjakan sendiri oleh TpK dan /atau -asyarrlatsetempat.

23. Aparat Pengawas Intern pemerintah yang selanjutnya
disingkat APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan
melalui audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan fegiatan
pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan
fungsi pemerintah.

24. Pembinaan Pengadaan adalah kegiatan yang meliputi
proses pembentukan peraturan bupati konsultasi dan
bimbingan teloris pengadaan barang/jasa di Gampong.

25. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HpS
adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh
Kasi/Kaur.

/5
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26. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK
adalah suatu dokumen yang menginformasikan gambaran
umum dan penjelasan mengenai keluaran kegiatan.

27. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut
SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan
pengeluaran anggaran selama satu periode €rnggaran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedomar bagi
Pgmerintah Gampong dalam melaksanakan pengadaan yang
dibiayai dengan dana APBGampong.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:
a. agar pengadaan digampong dilakukan

prinsip-prinsip Pengadaan ;

sesuai dengan

b. mengutamakan peran serta masyarakat melalui swakelola
dengan memaksimalkan pemanfaatan;

c. sumber daya yang ada di gampong secara gotong-royong
dengan melibatkan partisipasi masyarakat; dan

d. memperluas kesempatan kerja dan
masyarakat setempat;

pemberdayaan

Pasal 4

Ruang Lingkup pengadaan merupakan pengadaan untuk
kegiatan dan yang anggarannya bersumber dari ApBcampong.

BAI' III
PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN

Bagain kesatu
Prinsip

Pasal 5

Pengadaan menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. efisien, berarti pengadaan harus aiusafratan dengan

menggunakan dana dan daya yang minimum untuk
mencapai kualitas dan sas€rran dalam waktu yang
ditetapkan atau menggunakan dana yang telah aitetaitai
untuk mencapai hasil dan sasar€rn dengan kualitas yang
maksimum;

b. efektif, berarti pengadaan harus sesuai dengan kebutuhan
dan 

_ 
sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan

manfaat yang sebesar-besamya;
c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi

mengenai pengadaan bersifat jelas dan dapat diketahui
secara luas oleh masyarakat dan penyedia yarrg berminat;

,)
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d. terbuka, berarti Pengadaan dapat dikuti oleh
Penyedia yang memenuhi persyaratan / kriteria
berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas;

pemborosan dan kebocoran

penyalahgunaan wewenang

semua
tertentu

e. pemberdayaan masyarakat, berarti Pengadaan harus
dijadikan sebagai wahana pembelajaran bagi masyarakat
untuk dapat mengelola pembangunan gampongnya;

f. gotong-royong, berarti penyediaan tenaga ke{a oleh
masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan di
Gampong;

g. bersaing, berarti Pengadaan harus dilakukan melalui
persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin
penyedia yang setara dan memenuhi persyaratan;

h. adil, berarti memberikan perlakuan yang sama bagr semua
calon Penyedia dan tidak mengarah untuk memberi
keuntungan kepada pihak tertentu; dan

i. akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan
ketentuan yang terkait dengan pengadaan sehingga dapat
dipertan ggun gi awabkan.

Bagian Kedua
Etika

Pasal 6

Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus
mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung

jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, aan ketepatai
tujuan pengadaan;

b. bekeq'a . secara profesional, mandiri, dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya haris
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usat a tidat set at;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak
yang terkait;

e. menghindari dan mencegah teq'adinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik 

- 
secara langsrlng

Tlypun tidak langsung, yang berakibat persaingan usahi
tidak sehat dalam pengadaan;

f. menghindari dan mencegah
keuangan gampong;

g. menghindari dan mencegah
dan/atau kolusi; dan
tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi,.*",,- dan apa saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan. -

h
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BAB IV
TATA CARA PENGADAAN

Pasal 7
Para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan harus
mematuhi etika sebagai berikut:
a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung

jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan
tujuan pengadaan;

b. lekerja . secara profesional, mandiri dan menjaga
kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus
dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan pengadaan;

c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak
langsung yang berakibat persaingan usala tidak sehat;

d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan
yang dketapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak
yarg terkait;

e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan
kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsrlng
m_aupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usahi
tidak sehat dalam pengadaan;

f. menghindari dan mencegah
keuangan gampong;

g. menghindari dan mencegah
dan/atau kolusi; dan

h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan
untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, 

- 
ko.-misi,

l?P"t,- dan apa saja dari atau kepada siapapun yang
diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan. -

Pasal 8
Dalam hal pengadaan tidak dapat dilakukan secara swakelola
maka. pengadaan dapat dilakukan melalui penyedia baik
sebagan maupun seluruhnya.

Pasal 9
Pengadaan melalui penyedia dapat dilakukan untuk:a. mendukung swakelola; atau
b. kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan swakelola.

pemborosan dan kebocoran

penyalahgunaan wewenang

BAB V
PARA PIHAK DALAM PENGADAAN

Pasal l0
Para pihak pengadaan di Gampong terdiri dari:
a. Geuchik;
b. Keurani Cut/Kaur;
c. TPK;
d. masyarakat; dan
e. penyedia.

6
+
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Geuchik dalam pengadaan mempunyai tugas:
a. menetapkan TPK berdasarkan hasil Musrenbang Gampong;

b. mengumumkan perencanaan pengadaan yang ada di dalam
RKPGampong sebelum dimulainya proses pengadaan pada
tahun anggaran berjalan; dan

c. menyelesaikan perselisihan antara Keurani Cut/Kasi dengan
TPK, dalam hal te4'adi perbedaan pendapat.

Bagian Kesatu
Geuchik

Pasal ll

Bagian Ketiga
Keurani Cut/Kepala Seksi

Pasal 12

(1) Keurani Cut/Kasi mengelola pengadaan
sesuai bidang tu gasnya.

untuk kegiatan

(2) Keurani Cut/Iksi da_lam mengelola pengadaan mempunyai
tugas:
a. menetapkan dokumen persiapan pengadaan;
b. menyampaikan dokumen persiapan pengadaan kepada

TPK;
c. melakukan pengadaan sesuai dengan ambang batasnilai dan kegiatan yang ditetapkan Musrenbang

Gampong;
menandatangani bukti transaksi pengadaan;
mengendalikan pelaksanaan pengadaan;
menerima hasil pengadaan;
melaporkan pengelolaan pengadaan sesuai bidang
tugasnya kepada Geuchik;
menyerahkan hasil pengadaan pada kegiatan sesuai
bidang tugasnya kepada Geuchili Oengan- berita acara
penyerahan.

(3) Keurani Cut/Kasi dilarang mengadakan ikatan perjanjian
atau __menandatangani surat perjanjian dengan penyedia
apabila anggaran belum tersedia atau anggaran yang
tersedia tidak mencukupi.

(4) Keurani Cut urusan keuangan tidak boleh menjabat sebagai
pengelola pengadaan sebagaimana dimaksud paaa ayat 1tl.

Bagian Ketiga
TPK

Pasal 13

(l) TPK terdiri dari unsur:
a. perangkat gampong;
b. lembaga kemasyarakatan gampong
c. masyarakat.

(2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga)
orang.

(3) Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan,
personil TPK dapat ditambah sepanjang berl'umlai ga--sal.

d.
e.
f.

c.

h.

A
+
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(4) TPK terdiri atas:
a. ketua;
b. sekretaris; dan
c. anggota.

(5) TPK dalam pengadaan mempunyai tugas:
a. melaksanakan swakelola;
b. menyusun dokumen tender;
c. mengumumkan dan melaksanakan tender untuk

Pengadaan melalui penyedia;
d. memilih dan menetapkan penyedia;
e. memeriksa dan melaporkan hasil pengadaan kepada

Keurani Cut/Kasi; dan
f. mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

(6) I(husus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan
secara swakelola ditunjuk penanggung jawab teknis
pekerjaan dari anggota TPK yang mampu dan memahami
teknis kegiatan/pekerjaan konstruksi.

(7) TPK dapat diberikan honorarium yang besarannya
memperhatikan kemampuan keuangan gampong atau
Standar Biaya Pemerintah Gampong.

Peran
bentuk:

Bagian Keempat
Masyarakat

Pasal 14

masyaralat dalam pengadaan dilaksanakan dalam

a.
b.

berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola; dan
berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan
pengadaan.

Bagian Kelima
Penyedia

Pasal 15

Penyedia di Gampong memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. memiliki tempat/lokasi usaha dan memiliki perizinan

berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
kecuali untuk tukang batu, tukang kayu, dan seienisnya;

b. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan
fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan;

c. memiliki kemampuan untuk menyediakan barang/jasa
yang dibutuhkan; dan

d. khusus untuk pekerjaan konstruksi, mampu menyedialan
tenaga ahli dan/atau peralatan yang diperlukan dalam
pelaksanaan pekedaan.

BAB VI
PERENCANAAN

Pasal 16

(1) Perencanaan pengadaan dilakukan pada saat penyusunan
RKPGampong.

A
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(2) Perencanaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran gampong dan rencana ke4'a
kegiatan gampong.

(3) Perencanaan pengadaan sesuai dengan RKPGampong
meliputi;
a. jenis kegiatan;
b. lokasi;
c. volume;
d. biaya;
e. sasaran;
f. waktu pelaksanaan kegiatan;
g. pelaksana kegiatan anggaran;
h. tim yang melaksanakan kegiatan; dan
i. rincian satuan harga untuk kegiatan pengadaan yang

akan dilakukan.
(4) Hasil perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (l) dituangkan dalam berita acara hasil Musrenbang
Gampong pada saat penyusunan RKPGampong.

(5) Perencanaan pengadaan menjadi acuan dalam penyusunan
rencana kegiatan dan anggaran gampong dan rencana kerja
kegiatan gampong.

Pasal 17

(1) Hasil perencanaan pengadaan yang ada di dalam RKp
Gampong diumumkan oleh Geuchik melalui media
informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, sekurang-
kurangnya pada papan pengumuman Gampong.

(2) Pengumuman perencanaan pengadaan paling sedikit
memuat:
a. n€una kegiatan;
b. nilai pengadaan;
c. jenis pengadaan;
d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
e. nama TPK;
f. lokasi; dan
g. waktu pelaksanaan.

BAB VII
PERSIAPAN

Bagian Kesatu
Swakelola

Pasal 18

(1) Keurani Cut/Iksi menyusun dokumen persiapan
pengadaan secara swakelola berdasarkan DpA yang terdiri
dari:
a. jadwal pelaksanaan kegiatan;
b. rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan,

dan peralatan;

!. Camb31 rencana keqja (apabila diperlukan)
d. spesifikasi teknis (apabila diperlukan); dan
e. RAB pengadaan.

D
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2) RAB pengadaan sebagaimana dimaksud pada
huruf e disusun oleh Keurani Cut/Kasi
dilaksanakannya kegiatan swakelola.

( ayat (l)
menjelang

(3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi, dokumen persiapan
pengadaan melalui swakelola berupa:
a. gambar rencana kerja;
b. jadwal pelaksanaan kegiatan;
c. spesifikasi teknis;
d. RAII pengadaan dan analisa harga satuan; dan
e. rencana penggunaan tenaga keg'a, kebutuhan bahan,

dan peralatan.

(4) Keurani Cut/Kasi menyusun dan menetapkan RAB
pengadaan yang dihitung dengan menggunakan harga
pasar.

(5) Harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
memprioritaskan harga pasar di gampong setempat.

(6) Keurani Cut/Kasi dapat menggunakan harga pasar di
gampong sekitar lainnya, dalam ha-l barang/jasa yang
dibutuhkan tidak ada di gampong setempat.

(7) Dalam hal terdapat perbedaal RAB pengadaan dengan RAB
gada DPA, sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincilan objek
be]anja, pengadaan dapat dilanjutkan dingan terle6ih
dahulu melakukan revisi RAB paAa Oea.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan dengan RAEI
pada DPA yang melebihi nilai pagu rinlian objek-belanja,
pengadaan tidak dapat dilanjutkan Keurani Cut/Kisi
melapor kepada Geuchik.

(9) Dalam. hal terjadi perbedaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (8) maka dilakukan hal_hat sebagai berikut:a. penyesuaian RAB dalam DpA tanpa mengurangi fungsi

dari manfaat kegiatan tersebut.
b. perubahan ApBGampong.
c. kegiatan dapat di Silpakan.

(10) Keurani Cut/Kasi menyampaikan dokumen persiapan
pengadaan sebagaimana. dimaksud pada ayat (l)'dan ayat(3) kepada TpK untuk dilakukan pengadaan melaluiswakelola.

Bagian Kedua
Penyedia

Pasal 19
(l) Keurani Cut/IGsi menyusun dokumen persiapanpengadaan melalui penyedia berdasarkan Oee y#g tertbidari:

a.
b.
c.

d
e

waktu pelaJ<sanaan pekerjaan;

,cgi9* relgana kery'a (apabila diperlukan);
KAK/spesifikasi teknis_ (apabila aipertutan;Tdaftar
I:TI*" dan harga (apabila diperlukanii;- 

-*^'*'
HPS; dan
rancangan surat peqianjian.

D
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(21 HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (i)
ditetapkan oleh Keurani Cut/Kasi
dilaksanakannya kegiatan pengadaan melalui
dengan merujuk pada harga pasar.

huruf d
menjelang

penyedia

(3) Harga pasar diperoleh dengan cara melakukan survey
tentang harga barang/jasa di Gampong setempat dan /atau
Gampong sekitar lainnya, menjelang dilaksanakannya
pemilihan penyedia.

(4) Keurani Cut/Kasi dapat menggunakan harga pasar di
Gampong sekitar sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
apabila barang/jasa yang dibutuhkan tidak ada di gampong
setempat.

(5) Keurani Cut/Kasi menentukan harga pasar dengan
memperhatikan kondisi sebagai berikut:
a. dalam hal hanya terdapat I (satu) penyedia, maka harga

pasar adalah harga yang ditawarkan penyedia tersebut.
b. dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia, mal<a

harga pasar adalah :

1. harga yang paling banyak ditemukan; atau
2. harga yang paling rendah jika tidak ada harga

sebagaimana dimaksud pada angka l; atau
3. harga rata-rata dari penyedia yang di survey

(6) Keurani Cut/Kasi menyusun dan menetapkan HpS yang
dihitung dengan cara:
a. menggunakan harga pasar sebagaimana dimaksud

pada ayat (3);
b. memperhitungkan pajak pertambahan Nilai (ppN); danc. memperhitungkan biaya angkut fiika barang yang

diadakan tersebut_ harus diangkut ke suatu tempai
yang memerlukan biaya angkut).

(71 Dalam hal terdapat 
-perbedaan HpS dengan RAB pada DpA,

sepanjang tidak melebihi nilai pagu rincian oU;et tetanla,pengadaan dapat dilanjutkan- dlngan terlebih dahulu
melakukan revisi RAB pada DpA.

(8) Dalam hal terdapat perbedaan HpS dengan RAB pada DpAyang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan
tidak. dapat dilanjutkan dan Keurani Cut/Xasi ;hp;;
kepada Geuchik.

(9) Perbedaan HpS dengan RAE! pada DpA yang metebihi nilaipagu rincian objek. belanja, sebagaimala pada ayat (g)
ma-l<a dilakukan hal-hal sebagai berikut:
a. penyesuaian RAB dengan DpA tanpa mengurangi fungsi

dari manfaat kegiatan tersebut.
b. perubahanApBGampong.
c. kegiatan dapat di Silpa kan.

(lO) Rancangan surat pe{anjian sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf e digunakan untuk transaksi teknis ;;;memerlukan penjabaran, teknis ruang lingkup tegiatan, haf
lan -kgwajiban para pihak, jadwal"pelJksanaan kegiatan
dan lain-lain.

Dit
t
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(11) Keurani Cut/Kasi menyampaikan dokumen
pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat
TPK untuk dilakukan pengadaan.

BAB VIII
PELAKSANAAN

Bagran Kesatu
Swakelola

Pasal 20

persiapan
(1) kepada

(l) Swalelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapanpengadaan yang disusun oleh Keurani Cut/Kasi.
(2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (l)dilaksanakan oleh:

a. TpK; atau
b. TpK dengan melibatlan masyarakat.

(3) Pelaksanaan swal<elola dilal<ukan dengaa panduan antaralain sebagai berikut:
a. TpK melakukan rapat pembahasan kegiatan yangmenghasilkan catatan hasit pemUatrasan;
b. apabila diperlukan,, TpK menentukan narasumber/tenaga ker1.a dengan ketentuan *u"sJl";k;r 

q,r.,'r /
I. narasumber dapat berasai ?ari masyarakatgampong setempat, organisasi perangkat daerahkabupaten danlatau tdt;;;f":;onal; dan/atau2. tenaga keg.a diutamakan berasal dari masyarakatgarnpong setempat.

(4) TPK men-yusun laooran hasil pelaksanaan kegiatan besertadokumentasi t<eglatan.

,t, 
33iTr""tT*rksanakan . kegiatan swakelota, TpK
b"h;;;;;;**",/Hil:3'e;il4peralatan/-iateiarT

(6) Dalam hal pelaksanaal swakelola membutuhkan sarzulaprasarana / peralatan / mate;af I Uaha""V'#S tidak dimiliki /*t:ffir":ffif:c ;aka i;i<H;'#Lan pengadaan

(7) Keurani Cut/Kasi melaksanakan tugas pengendalianp.t+""na3" kegiatan "*"k.1;il;i,ruli."I *111fr." pelaksanaan kegiataniu. pen ggunaan narasu m ber/ t..rag" ker1.a, sarana;danc. prasarana/peratatan a"". _.t"iJi*ulL., 
;(8) berdasarkan hasil

ru:3:ij:"r:f*-,"T3,,ro"":"T-.?ff ffi ".,I*T_1t'' 
tl#t1?,oiffi,lT, garua.si sebagaimana dimaksud pada
c"vr""i ;;"; iE:llil_ Hffi".X";.f$mtarget dan realisasi petatsanaan p;;;X:.,

o
+
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Bagian Kedua
Penyedia

Pasal 21
(l) Pengadaan melalui penyedia dilakukan dengan cara:a. pembelian langsung;

b. permintaan penawaran; atau
c. tender.

(2) Pelaksanaan pengadaan melalui penyedia dilakukan:a. berdasarkaa dokumen peisiaian pengadaan yangdisusun oleh Keurani Cut/kasi.
b. untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa dalam rangkamendukung pelaksanaan swakelo'la atau t<egiatin/hlT:3 _ yang tidak dapat dilaksanakan l"rrg.r,swakelola maupun memenuhi kebutuhan barang/jisa

secara langsung di gampong mengutam"k., p";;;a;;dari .gampong setempai dJngan"mempertimbangkan
prinsip pengadaan.

(3) Dalam.hal pengadaan melalui penyedia dengan cara tendersebagaimana dimaJ<sud_ pada ayat 1il 
-iu.ur 

c, TpKmenyusun dokumen tender,
(4) Dokumen tender sebagaimana dimaksud pada ayat (3)mencantumkan antara lain;

11ang 
lingkup pekeijaan dalam bentuk KAK;

oattar kuantitas dan harga;
spesifikasi teknis;
Calnbar rencana keija (apabila diperlukan);
waktu pelaksanaan pekerjaan;
persyaratan administrasi ;
rancangan surat peUanjian; dan
nilai total HpS.

(5) Persyaratan administrasi. untuk pengadaan sebagaimanadimaksud pada ayat (4) huruf r &*-p" lL.t pernyataankebenaran usaha.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
s.
h.

o

(10) Hasil kegiatan dan pengadaan melalui swakelola
diumumkan melalui media informasi yang mudah diakses
oleh masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan
pengumuman Gampong.

(11) Untuk pekerjaan konstruksi selain diumumkan pada
papan pengumuman gampong, pengumuman hasil
pengadannya dilakukan di lokasi peke{aan.

(12) Pengumuman hasil kegiatan pengadaan secara swakelola
meliputi:
a. narna kegiatan;
b. nilai pengadaan
c. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
d. nama TPK;
e. lokasi; dan
f. waktu Pelaksanaan (tanggal mulai dan tanggal selesai).

+
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4

P

(6) Khusus untuk pengadaan seperli kendaraan bermotor,
genset, panel surya, traktor dan pengadaan dengan metde
tender, persyaratan administrasinya memenuhi perizinan
berusaha dan perpajakan sesuai ketentuan peraturan
Perundang-undangan.

p.-r!ffis1f.,1".,.,e

Pasal 22

(l) P-embelian langsung dilaksanakan untuk pengadaan sampai
dengan Rp 10.O00.O00,00 (sepuluh juta rupiah).

(2) Pembelian langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai
berikut:
a. Keurani Cut/Kasi /TpK memilih penyedia;

b. Keurani Cut/Kasi/TpK melakukan negosiasi (tawar_
menawar) dengan penyedia untuk memperoleh harga
yang lebih murah; dan

c. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian
atas narna Keurani Cut/Kasi sebagai pelaksana
kegiatan anggaran.

(3) Pelaksanaan pengadaan dengan metode pembelian
langsung dapat dilakukan kepida penyedia yang sama
dalam jangka waktu 2 (dua) tahun arrggaran berturut_
turut.

(4) Setelah jangka waktu 2 (dua) tahun anggaran, Keurani
Cut/Kasi/TPK melakukan pembelian laigsung kepada
penyedia lain di gampong setempat atau sekitar.

(5) Apabila tidak terdapat penyedia lain yang mampu
menyediakan barang/jasa maka Keurani 

-CuyfasiTfi,X
dapat melakukan pembelian langsung kepada penyedia
yang s€rma,

"",-irP,msfl2"**r,
Pasal 23

(l) Permintaan penawaran dilaksanakan untuk pengadaan
sampai dengan Rp. 200.000.000,00; (dua ratus juL ripirfr)

(2) Permintaan penawaran dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut:
a. T_PK meminta penawaran secara tertulis dari minimal 2(dua) penyedia;

b. pemintaan penawaran tertulis sebagaimana dimaksudpada ayat (2) huruf a dilampiri fersyaratan teknis
berupa:
1. kerangka acuan kerja (KAK);
2. rincian barang/j asa;
3. volume;
4. spesifikasi telcnis;
5. gambar rencana kerja (apabila diperlukan);6. waktu pelaksanaan pekerjaan; dan7. formulir surat pemyataan kebenaran usaha.

t)
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c. penyedia menyampaikan surat penawaran sebegeimana
dimaksud dalam dokumen tender dan harga disertai
surat pernyataan kebenaran usaha;

d. TPK mengevaluasi penawaran penyedia;

e. penawaran pnyedia dinyatakan lulus apabila
memenuhi persyaratan telolis darr harga;

f. dalam hal penyedia yang lulus lebih dari 1 (satu), maka
TPK menetapkan penyedia dengan harga penawaran
terendah sebagai pemenang untuk melaksanakan
pekery'aan;

g. dalam hal ada lebih dari I (satu) penyedia menawar
dengan harga yang sama, maka TpK melakukan
negosiasi (tawar-menawar) dengan setiap penyedia
untuk memperoleh harga yang lebih murah;

h. dalam hal hanya 1 (satu) penyedia yang lulus, maka
TPK melakukan negosiasi (tawar-menawar) dengan
penyedia untuk memperoleh harga yang lebih murah;

i. hasil negosiasi harga (tawar-menawar) sebagaimana
dimaksud pada huruf f dan huruf g, dituangkai dalam
berita acara hasil negosiasi;

j. transaksi dituangkan dalam bentuk bukti pembelian

"ql surat pe{anjian antara Kasi/Kaur sebagai
pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia; dan

k. dalam,hal di gampong setempat hanya terdapat 1 (satu)
penyedia, permintaan penawaran dapat dilakukan
kepada 1 (satu) penyedia tersebut.

Paragraf 3
Tender

Pasal 24
(l) Tender dilaksanakan untuk pengadaan di atas Rp.

200.000.000,00; (dua ratus juta *pi"t t.
(2) Tender dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:

pengumuman tender;
pendaftaran dan pengambilan dokumen tender;
pemasukan dokumen penawaran;
evaluasi penawaran;
negosiasi; dan
penetapan pemenang.

a.
b.
c.
d.
e,
f.

(3) Mekanisme- pengumuman tender sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan c-ara:a. TPK mengumumkan pengadaan dan meminta penyedia

menyampaikan penawaran tertulis;
b. pengumuman dilakukan melalui media informasi yang

mudah diakses oleh masyarakat, sekurang_kurangnyidi plpan pengumuman Gampong, pengumuman
pengadaan sekurang-kurangnya berisi:l. nama paket peke4'aan;
2. nama TpK;

A
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3. lokasi pekerjaan;
4. ruang lingkup pekerjaan;
5. nilai total HpS;
6. jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; dan
7. jadwal proses tender.

c. bersamaan dengan pengumuman pengadaan, TpK dapat
mengirimkan undangan tertulis kepada penyedia untuk
mengikuti tender.

(4) Mekanisme pendaftaran dan pengambilan dokumen tender
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan
dengan cara:
a. penyedia mendaftar kepada TpK untuk mengikuti

tender; dan

b. TPK memberikan dokumen
yang mendaftar.

tender kepada penyedia

(5) Pendaftaran dan pengambilan dokumen tender
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan
penyedia dengan menyampaikan penawarzrn tertulis yang
berisi dokumen administrasi serta penawaran telanis 

- 
dan

harga kepada TPK.

(6) Evaluasi penawa-r€rn sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf d dilaksanalan oleh TpK dengan melakukan 

"""t"""idokumen administrasi serta penawaian teknis dan harga.
(7) Negosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e

dilakukan dengan memperhatikan kondisi 
"ibagJ 

be.ikut,a. apabila terdapat hanya 1 (satu) penyedia yang lulus,
maka TPK melakul<an negosiasi (tawar_menawar) yang
dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi; atau-

b. apabila terdapat lebih dari 1 (satu) penyedia yang lulus
menawar dengan harga yang sama, mata tpX
melakukan negosiasi (tawar menawar) dengan setiap
penyedia untuk memperoleh harga yang lebih -.r.ai,yang dituangkan dalam Berita Acara Hasii Negosiasi.

(8) Penetapan pemenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf f dilakukan oleh TpK kepada penyedia yang memiliki
harga penawaran terendah.

(9) Transaksi dituangkan dalam bentuk surat pe4.anjian antara
Keurani Cut/Kasi seb^gai pelaksana kegiatan anggaran
dengan penyedia.

Paragral 4
Pengendalian

Pasal 25
(1) Keurani Cut/Kasi melakukan pengendalian pelaksanaan

perkedaan yang tercantum dalam bu-kti transaksi.
(2) Dalam hal teq'adi perbedaan antara target dalampelaksanaan dengan bukti transaksi maka KeuraniCut/Kasi memerintahkan penyedia untuk melaksanakanperbaikan target dan realisasi pilaks"r,a"., pekerjaan.

bjt
1
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(3) Apabila penyedia tidak mampu mencapai target yang
ditetapkan maka Keurani Cut/Kasi dapat memberi sanksi
kepada penyedia sebagaimana tercantum dalam bukti
transaksi.

Bagian Ketiga
Bukti Transaksi

Pasal 26

(1) Bukti transaksi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ayat (2) hurufd terdiri atas:
a. bukti pembelian, dan;
b. surat perjanjian.

(2) Bukfi transal<si pengadaar sebagaimana dimat<sud pada
ayat (1) huruf a dapat berupa struk, nota dan kuitansi.

(3) Bukti transaksi pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a digunakan untuk pengadaan dengan
metode pembelian langsung atau permintaan penawaran.

Bagian Keempat
Perubahan Kontrak

Pasa] 27

(1) Perubahan suratperjanjian dilakukan dalam hal:
a. te{adi keadaan kahar; atau
b. terdapat perbedaa.n antara kondisi lapangan pada saat

pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi
teknis/KAK.

(2) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi 1apangan
pada saat pelaksanaan dengan garnbar dan/atau spesifrtasi
teknis / KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
Keurani Cut/Kasi bersama penyedia melakukan perubahan
surat peijanjian yang meliputi perubahan:
a. spesifikasi teknis sesuai dengan kondisi lapangan;
b. volume; dan/atau
c. jadwal pelaksanaan.

(3) Dalam hat perubahan surat pedanjian memerlukan
fruP+an anggaran, Keurani Cut/Kasi dapat melakukan
perubahan surat perjanjian setelah dilakukan penyesuaian
dokumen anggaran.

(4) Penyesuaian dokumen anggaran s€legs.imana dimaksud
pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan terkait pengelolaan keuangan gampong.

(5) Perubahan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada
lyat (1) dilakukan Keurani Cut/Kasi dengan persetuJuaa
Geuchik.

A
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Bagan Kelima
Pengumuman

Pasal 28

(l) TPK mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan melalui
penyedia di media informasi yang mudah diakses oleh
masyarakat, sekurang-kurangnya pada papan
pengumuman Gampong.

(2) Pengumuman kepada masyarakat, hasil pengadaan melalui
penyedia dengan metode permintaan penawarzrn dan tender
meliputi:
a. narna kegiatan;
b. nama penyedia;
c. nilai pengadaan;
d. keluaran/output (terdiri dari volume dan satuan);
e. lokasi; dan
f. waktu penyelesaian pekeijaan (tanggal mulai dan

tanggal selesai).

BAB IX
PEMBAYARAN PRESTASI KERJA

Pasal 29
(1) Pembayaran atas prestasi pekerjaan diberikan kepada

penyedia setelah pekerjaan selesai sesuai ketentuan surat
pedanjian.

(2) Pembayaran atas prestasi pekeq'aan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penyedia setelah
TPK melakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita
Acara Pemeriksaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah
Terima Barang/Jasa.

BAB X
KEADAAN KAHAR

Pasal 30

(1) Keadaan kahar merupakan salah satu keadaan yang terjadi
di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan
sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam
surat peqianjian menjadi tidak dapat dipenuhi.

(2) Keadaan kahar dalam surat perjanjian pengadaan di
Gampong meliputi:
a. bencana alam;
b. bencana non alam;
c. bencana sosial;
d. kebal<aran.
e. pemogokan;
f. kondisi cuaca ekstrem; dan/atau
g. gangguan industri lainnya.

(3) Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia
memberitahukan tentang teq'adinya keadaan kahar kepada
TPK secara tertulis dalam waktu paling lambat Z (djuh)
hari kalender sejak te{adinya keadaan kahar, dengan
menyertakan salinan asli pernyataan kahar Vang

A
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dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Hal-hat merugikan dalam pengadaan yang disebabkan oleh
perbuatan atau kelalaian pihak penyedia barang tidak
termasuk kategori keadaan kahar.

(5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang dial<ibatkan
terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.

(6) Setelah te{adinya keadaan kahar, para pihak dapat
melakukan kesepakatan kembali, dan selanjutnya
dituangkan dalam perubahan Surat Pe{anjian Keq'a.

BAB XI
PEMUTUSAN DAN PENGHENTIAN

SURAT PERJANJIAN

Pasal 31

(l) Kasi/ Kaur secara sepihak dapat melakukan pemutusan
Surat Pe{anjian Keq'a apabila;
a. waktu keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat

kesalahan penyedia sudah melampaui 3O (tiga puluh)
hari kalender; dan

b. penyedia lalai / cidera janji dalam melal<sanakan
kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam
jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Keurani
Cut/Kasi; dan

c. penyedia sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan
b, tidak dapat mengikuti pengadaan kembali di
Gampong, sekurang-kurang 1 (satu) tahun dan
dilaporkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk
dimasukkan dalam daftar hitam (Brack lis4.

d. penyedia terbukti melakukan Korupsi Kolusi Nepotisme,
kecurangan dan/ atau pemalsuan dalam proses
pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang.

(2) Penghentian perjanjian dapat dilakukan:
a. karena telah selesai; dan
b. keadaan kahar.

(3) Penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a berakhir apabila pekeq'aan sudah selesai serta
hak dan kewajiban para pihak yang terdapat dalam
perjanjian sudah terpenuhi-

(4) Perjanjian yang dinyatakan berhenti karena pekerjaan
sudah selesai belum dinyatakan berakhir apabila masih
terdapat sisa pembayaran yang belum dibayarkan oleh TpK
kepada penyedia.

Pasal 32

(l) Penghentian perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b dapat bersifat:
a. sementara hingga keadaan kahar berakhir; dan/atau
b. permanen apabila akibat keadaan kahar tidak

memungkinkan dilanjutkan/ diselesaikan pekeqiaan.

A
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(2) Dafam hal pe{anjian dihentikan karena keadaan kahar
maka TPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan
kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai sete'iah
dilakukan pemeriksaan bersama.

pEMBERTAN rnsB$l#ior DAN sANKST

Pasal 33
(l) Dafam ha1 penyedia gagal menyesaikan pekerjaan sampai

masa pelaksanaan berakhir dan TpK menilai bahwa
penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan maka dapat
diberikan kesempatan kepada penyedia untuk meyelesai{an
pekeg'aan dengan pengenaan sanksi denda keterlambatan.

(2) Pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
s6$egaimana dimaksud pada ayat (l) untuk menyelesaikan
pekedaannya harus dituangkan dalam addendum pe{anjian
yang didalamnya juga mengatur pengenaan sant<siTatau
denda keterlambatan kepada penyedia.

(3) Pemberian kesempatan kepada penyedia untuk
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 3O (tiga puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan- pekeq.aan
dan dapat melampaui tahun anggaran.

0

Pasal 34
(1) Penyedia dapat diberikan sanksi jika terbukti melal<ukan

dengan sengaja perbuatan atau tindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi Keurani Cut/lGsi, TpK ataupihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara
apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna
memenuhi keinginannya yang bertentangan arrg"o
ketentuan prosedur yang telah ditetapkan aJam
Dokumen Pe{'anjian Keq'a, dan/atau ketentuan
peraturan perundang-udangan yang berlalu;

b. melakukan persekongkolan dengan penyedia lain untuk
mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaanpengadaan sehingga mengurangi/menghambat,
memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang
sehat dan/atau merugikan orang lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau
keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi
persyaratan pen gadaan ;

d. mengundurkan diri dari pelaksanaan peq.anjian keq.a
dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungiawabdn
dan/atau tidak dapat diterima oleh Keuiani 

-but/Kasi;
dan/atau

e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
Surat Perjanjian Kerja.

+



(2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan
sanksi berupa:

sanksi administratif, berupa peringatan / teguran tertulis;
gugatan secara perdata; dan/atau
pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.
Denda atas keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan
I / 1000 per hari keterlambatan dari nilai kontrak.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan
huruf c, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

(4) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang
disampaikan Penyedia, dikenakan sanksi pembaialan
sebagai calon pemenang.

(5) Apabila tefadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam
proses pengadaan, maka Keurani Cut/Kasi /TpK dikenakan:
a. sanksi administrasi;
b. tuntutan galti rugi; dan/atau
c. sanksi pidana.

(6) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf a berupa teguran/peringatan tertulis dan apabila
te{adi pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan
dengan sengaja oleh Keurani Cut/Kasi /TpK dalam proses
pengadaan di gampong, maka dapat diberhentikan slbagai
Keurani Cut/Kasi /TPK.

(7) Tuntutan ganti rugi dan sanksi pidana kepada
Kasi/Kaur/TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf
b dan huruf c dilalsanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

pENyELESA?ti H1. r",r,ro,
Pasal 35

(1) Dalam hal te{adi perselisihan antara para pihak dalam
pengadaan, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan
perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, maka penyelesaian
perselisihan dilakukan melatui musyawarah yang dipimpin
oleh Geuchik.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan (21 tidak tercapai, penyelesaian
perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui layanan
penyelesaian sengketa kontrak pengadaan atau pengadilan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB XIV
PELAPORAN DAN SERAH TERIMA

Pasal 36

(1) TPK melaporkan kepada Keurani Cut/Kasi:
a. kemajuan pelaksanaan pengadaan; dan
b. pelaksanaan pengadaan yang telah selesai l00yo

persen).

a.
b.
c.
d.

(seratus

oj,
T
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(2) ta.poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan dokumen pendukungnya.

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b Keurani Cut/Kasi menerima hasil k;giatan
pengadaan: '

a. melalui swakelola dari TpK dengan menandatangani
Berita Acara Sarah Terima (BAST); atau

b. melalui penyedia dengan menandatangani BAST.

(4) Keurani Cut/Kasi menyerahkan hasil kegiatan dari
pengadaan sesuai bidang tugasnya kepada Geuchik dengan
berita acara penyerahan.

(5) Keurani Cut/Kasi melakukan pengarsipan dokumen terkait
pengadaan yang telah dilaksanakan.

(6) Dokumen terkait pengadaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) dan ayat (5) harus disimpan darr dapat diakses olehpihak yang memiliki kewenangan untuk melalukan
pengawasan.

PEMB I NAAN 
B#NXLNGAwAS 

AN

Pasal 37

(l) Pembinaan pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat
daerah yang membidangi urusan pemerintahan tan
pemberdayaan masyarakat gampong.

(2) Dalam melaksanakan pembinaan pengadaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) organisasi perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat gampong melibatkan Unit Kerja pengadaan
Barang/Jasa (UKPRI) Kabupaten Aceh Utara.

(3) Apabila diperlukan organisasi perangkat daerah yang
membidangi urusan pemerintahan dan pemberdayaan
masyarakat gampong dapat berkonsultasi kepada Lembaga
kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (LKpp).

Pasal 38

(l) Pengawasan pengadaan dilaksanakan oleh Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) yang
memerlukan tindak lanjut, dilaksanakan oleh Bupati melalui
APIP.

BAI} XVI
PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

pasal 39

Pelgadaan barang yang tidak tersedia di gampong atau gampong
sekitar dapat dilakukan secara elektronik melalui toio inlini
atau toko daing.

D

+



KETENF$ABNYiIN-LArN

Pasal 4O

Pengadaan gslageimana diatur dalam peraturan Bupati ini tidak
termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Gampong.

KErEN?ffA#HJl,rrw
Pasal 4l

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlal<u, maka peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2Ol5 tentang Tata Cara
l3neadaan Barang/ Jasa Di Gampong @erita DaerahKabupaten Aceh Utara Tahun 20lS Nomor" Zb1 aicaUut aandinyatakan tidak berlaku 

pasal 42
Peraturan Bupati ini mul,ai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar 

. 
setiap _ orang mengetahuinya, memerintahkanpengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara:

Ditetapkan di Lhoksukon
pad 30 ber 202 M

Jumadil Akhir 1444 H

E

ARDI

Diundangkan di Lhoksukon
3O Desember 2022 M

6 Jumadil Akhir 1444 H
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N ACEH UTARA,
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24

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini tidak
termasuk pengadaan tanah untuk keperluan Gampong.

BAI} XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4l
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan
Bupati Aceh Utara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tata Cara
Pengadaan Barang/ Jasa Di Gampong (Berita Daerah
Kabupaten Aceh Utara Tahun 2015 Nomor 25) dicabut dan
dinYatakan tidak berlaku 

pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 30 Desember 2022 M

6 Jumadil Akhir 1444 H

ko. "r*5, urARA, K

-_-AZWARDI

Diundangkan di Lhoksukon
pada tanggal 3O Desem 2022 M

6 Jumadil Akhir 1444 H

SEKRETzuS DAERAH
KAE}UPATEN ACEH UTARA

(

A. MURTALA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2022 NOMOR
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